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Kekayaan alam yang di niliki oleh bargsaini sangatlah beragam. Di provinsi Kalimantan Selatan potensi
kekayaan mineral yang paling dominan adalah batubara. Di Kabupaten Tanah Bumbu luas vilayahnya
sebagian bestir terdapat kandungan mineral balubara. Regulasi tentang kekayan mineral ini telah di atur
dalam Undang-Undang Pertambangan No. 11 Tahun 1967. Dalam Undang-Undang tersebut telah di atur
pembagian kewenangan dan pengelolahan sumber daya mineral yang mana dalam melakukan penambangan
terlebih dahulu waiib memiliki alas hak berupa kuasa penambangan. Dalam praktek yang terjadi di temukan
adanya penambangan yang di lakukan oleh masyarakat tanpaijin.Penambangaii tanpaijin merupakan suatu
tindak pidana dimana terhadap pelaku dapat di kenakan Pasal 31 UU No.11 tahun 1967. Penambangan tanpa
ijin merupakan kejahatan terhadap kekayaan negara, yang mana kejahatan ini menjadi salah satu prioritas
Polri dalam penegakan hukum. <p>Di wilayah hukum Polres Tanah Bumbu penegakan hukum terhadap
penambangan tanpaijin khususnya penambangan batubara menjadi prioritas. Penvidikan penambangan
tanpaijin memiliki perbedaan dengan penyidikan tindak pidana lainnya (karakteristik) karena kejahatan ini
sangat konspiratif berhubungan dengan kebijakan penerbitan kuasa penambangan dan keterlibatan banyak
pihak dalani usaha pertambangan. Kejahatan yang konspiratif ini tentunya menjadi hambatan bagi penyidik
dalam proses penyidikan. Salah satu permasalahan yang menonjol pada praktik penegakan hukum adalah
masal ah penahanan terhadap tersangka.Penahan terhadap tersangka menjadi kebijakan pimpinan Polri, di
sisi lain adanya batasan kewenangan terhadap penahanan tersangka. <p>Permasalahan tentang penahanan
sangatlah menarik karena hal ini menunjukan bagaimana penyidik dapat bekerja secara profesional dengan
menghargal hak asasi manusia dan dalam batasan waktu yang telah di tentukan oleh Undang-undang
(KUHAP) dapat memenuhi syarat formil dan materiil pada berkas perkara. Fakta empirik yang ada
kewenangan penahanan penyidik sebagaimanadi atur dalam Pasal 24 (1) KUHAP harus dikaji dengan tolak
ukur konsep efektifitas penegakan hukum Soerjono Soekanto.sehingga di dapatkan kesimpulan pada
permasal ahan jangka waktu penahanan dengan dengan pelaksanaan tugas penyidikan penyidik Polres Tanah
Bumbu.
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